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ABSTRAK 
 
 
SITTI NUR AMINAH (B111 11 282). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Penganiayaan Berat yang Mengakibatkan Kematian yang 
Dilakukan oleh Anggota Geng Motor (Studi Kasus Putusan Nomor: 
530/Pid.B/2014/PN.Makassar). Di bawah bimbingan Syamsuddin 
Muchtar selaku pembimbing I dan Hj.Haeranah selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ketentuan 
hukum pidana materil serta untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim 
dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan 
yang dilakukan oleh anggota geng motor di kota Makassar dalam putusan 
No.530/Pid.B/2014/PN.Makassar. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan 
metode Penelitian Pustaka dan Penelitian Lapangan. Data yang 
digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung 
dari penelitian dilapangan dan data sekunder yaitu data yang diperoleh 
dari instansi lokasi penelitian, literatur, serta peraturan-peraturan. Dan 
data dipaparkan secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan ketentuan 
hukum pidana materil terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang 
mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anggota geng motor di kota 
Makassar dalam putusan No. 530/Pid.B/2014/PN.Makassar kurang tepat. 
Seharusnya terdakwa didakwa Pasal 354 ayat(2) KUHP jo. Pasal 55 ayat 
(1) ke-1 KUHP yaitu penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya 
orang lain dengan penyertaan. (2) Pertimbangan hakim terhadap kasus 
pembunuhan oleh anggota geng motor nomor 
530/Pid.B/2014/PN.Makassar telah sesuai dengan aturan hukum yang 
berlaku.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa 
mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas 
negara dan masyarakat. Dasar pijakan bahwa negara Indonesia 
merupakan negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 
1945 bahwa ”Negara Indonesia adalah negara hukum”. 
Dalam negara hukum, segala tindakan dan kegiatan negara 
haruslah berdasarkan hukum. Pelanggaran akan dikenakan perlakuan 
sesuai yang tertera di hukum negara ini. Hukum yang tertinggi di 
negara ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dibawah UUD NRI 1945 terdapat 
berbagai aturan hukum/peraturan perundang-undangan yang 
bersumber pada UUD NRI 1945. 
Hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa indonesia 
dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 
dan keadilan sosial. 
Dalam konsep hukum, kejahatan merupakan perbuatan 
manusia yang dapat dijatuhi hukuman, menurut ketentuan hukum 
pidana yang berlaku. Negara kita tidak luput dari fenomena kejahatan 
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yang terjadi didalam masyarakat. Masyarakat senantiasa berproses, 
maka kejahatan pun senantiasa ada dan beriringan dengan perubahan 
tersebut. Seharusnya Pemerintah beserta masyarakat harus 
senantiasa berjalan beriringan untuk menanggulangi dan kontrol 
terhadap fenomena sosial ini. 
Masalah kejahatan sangat peka sekali dalam kehidupan 
masyarakat, bahkan bisa dikatakan sudah menjadi bagian dari 
masyarakat sosial. Kejahatan memang menimbulkan masalah, baik 
bagi masyarakat khususnya korban kejahatan, munculnya residivis, 
munculnya Geng, dan adanya kejahatan yang bersifat professional 
merupakan masalah pelik yang mendapat sorotan dan perhatian 
aparat penegak hukum. 
Berbagai tindakan kriminal terjadi di berbagai wilayah di 
Indonesia, dan dunia pada umumnya, dapat dikategorikan sebagai 
sebuah bentuk perilaku menyimpang di masyarakat. Tindakan 
kriminalitas sangat banyak terjadi di kota besar termasuk kota 
Makassar. Perbuatan tersebut banyak dasarnya baik dari diri sendiri 
ataupun dorongan dari orang lain. Biasanya kriminalitas kebanyakan 
berlatar belakang dari kondisi ekonomi dan masyarakat sekitar. 
Tindakan kriminal ada yang bersifat sembunyi-sembunyi dan ada juga 
yang terang-terangan. 
Dalam berbagai acara liputan kriminal di televisi misalnya, 
hampir setiap hari selalu ada berita mengenai tindak kriminalitas .Hal 
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ini cukup meresahkan, dan fenomena ini terus berkembang di 
masyarakat.Tentu saja tindakan kriminal yang dilakukan sangat 
bervariasi, terutama dengan kehadiran geng-geng motor yang sangat 
meresahkan masyarakat. 
Geng Motor adalah suatu gerombolan yang sedang marak di 
bincangkan sekarang ini. Geng motor kini memang menjadi salah satu 
perhatian utama karena tindakan mereka kian berani. Geng motor 
adalah suatu perkumpulan yang di dalamnya terdapat kebersamaan 
akan hobi berkendara motor. Akan tetapi, cenderung ke hal-hal negatif. 
Tentunya sangat banyak faktor penyebab seseorang terjerumus 
ke dalam kawanan geng motor. baik faktor internal seperti kurangnya 
perhatian orang tua maupun faktor eksternal misalnya lingkungan, 
pendidikan, ekonomi,dll. 
Geng motor biasanya beraksi pada malam hari di kawasan yang 
sepi bahkan ada juga geng motor yang beraksi di jalanan yang ramai. 
Mulanya kumpul-kumpul sesama pecinta motor, kemudian berubah 
jadi geng yang beranggotakan puluhan bahkan ratusan orang. Di 
jalanan, mereka membentuk gaya hidup yang terkadang menyimpang 
dari kelaziman demi menancapkan identitas kelompok. kebut-kebutan 
dan tawuran adalah upaya dalam pencarian identitas mereka. 
Geng motor yang sudah terlanjur berbuat anarkis menjadi tidak 
takut untuk mengulanginya lagi Mereka sudah tidak merasa bahwa 
tindakan anarkis sangat tidak terpuji dan bisa mengganggu 
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ketenangan masyarakat. Sebaliknya mereka merasa bangga jika 
masyarakat takut. Adanya rasa bangga bagi anggota geng motor 
malakukan tindak kriminal merupakan musibah bagi masyarakat.  
Di Kota Makassar, tindakan yang dilakukan geng motor 
belakangan kian meresahkan masyarakat seperti pencurian, 
perampokan, bahkan mereka tak segan-segan menganiaya hingga 
membunuh korban. Salah satunya, tindak pidana pembunuhan yang 
dilakukan oleh anggota geng motor Tetta di jalan Andalas Kota 
Makassar.  
Sudah banyak korban atas aksi kawanan geng motor yang 
mengakibatkan rasa takut dikalangan masyarakat. Tak salah jika 
masyarakat menyebut geng-geng motor tersebut tidak berbeda dengan 
penjahat.  
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dan membahas karya ilmiah (skripsi) dengan 
judul“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan 
Berat yang Mengakibatkan Kematian yang Dilakukan oleh 
Anggota Geng Motor (Studi Kasus Putusan Nomor: 
530/Pid.B/2014/PN.Makassar)”. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah penerapan ketentuan hukum pidana materil 
terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan 
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kematian yang dilakukan oleh anggota geng motor dikota Makassar 
dalam putusan No.530/Pid.B/2014/PN.Makassar? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang 
mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anggota geng motor 
di kota Makassar dalam putusan No.530/Pid.B/2014/PN.Makassar? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui ketentuan hukum pidana materil terhadap tindak 
pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian yang 
dilakukan oleh anggota geng motor di kota Makassar dalam 
putusan No.530/Pid.B/2014/PN.Makassar. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang 
mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anggota geng motor 
di kota Makassar dalam putusan No.530/Pid.B/2014/PN.Makassar. 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Dapat menjadi referensi pembelajaran bagi mahasiswa fakultas 
hukum pada umumnya dan bagi mahasiswa bagian hukum pidana 
pada khususnya.  
2. Dapat menjadi bahan kajian bagi masyarakat agar senantiasa 
mendidik dan melindungi anak-anak mereka sehingga terhindar 
dari tindak pidana. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa 
Belanda yang dikenal dengan strafbaar feit. Straafbaar feit terdiri 
atas tiga kata, yaitu starf, baar dan feit. Starf diartikan sebagai 
pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, feit 
diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.  
Dalam bahasa Indonesia terdapat berbagai terjemahan dari 
istilah strafbaar feit. Yaitu sebagai berikut: 
a. Tindak Pidana; 
b. Peristiwa Pidana; 
c. Delik; 
d. Pelanggaran Pidana; 
e. perbuatan yang boleh dihukum; 
f. Perbuatan yang dapat di hukum; 
g. Perbuatan pidana. 
Untuk istilah tindak dalam terjemahahan kata feit telah lazim 
digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. 
Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif atau 
aktif semata tidak termasuk yang pasif atau negatif. Padahal 
pengertian yang sebenarnaya dalam istilah feit adalah termasuk 
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baik perbuatan aktif maupun pasif. Perbuatan aktif artinya suatu 
perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan adanya suatu 
gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian tubuh 
manusia misalnya membunuh (Pasal 3 KUHP). Sedangkan 
perbuatan pasif yaitu suatu bentuk tidak melakukan suatu bentuk 
perbuatan fisik apapun yang oleh karenanya seseorang tersebut 
telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan tidak 
menolong (Pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (Pasal 
304 KUHP). 
Kata peristiwa pengertiannya lebih luas dari kata perbuatan 
karena tidak hanya menunjukpada perbuatan manusia, melainkan 
mencakup seluruh kejadian, termasuk yang disebabkan oleh alam 
misalnya peristiwa matinya seseorang karena tertimbun tanah 
longsor yang tidak ada kaitannya dengan hukum pidana. Suatu 
peristiwa baru berkaitan dengan hukum pidana apabila kematian 
orang tersebut diakibatkan oleh perbuatan manusia. 
Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam 
perbendaharaan hukum di indonesia untuk mengartikan istilah 
overtrending yang terdapat dalam buku III KUHP sebagai lawan 
dari istilah misdrijven (kejahatan) yang terdapat dalam buku II 
KUHP. 
Kata perbuatan secara letterlijk lebih terpat sebagai 
terjemahan feit, karena telah lama dikenal dalam ilmu hukum kita. 
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Misalnya yang terdapat dalam banyak rumusan norma-norma 
tertentu dalam WvS Belanda dan WvS Hindia belanda Pasal 1, 
Pasal 44, Pasal 48, Pasal 63, Pasal 64 KUHP selalu diterjemahkan 
oleh para ahli hukum dengan kata perbuatan, bukan tindak atau 
peristiwa maupun pelanggaran. 
Ada banyak ahli hukum yang memberikan 
pengertianterhadap istilah-istilah terjemahan istilah Straafbaar feit 
tersebut. 
Moeljatno dalam bukunya Asas-Asas hukum Pidana 
menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurutnya:  
“perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 
berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar 
larangan tersebut”. 
 
Andi Hamzah (Amir Ilyas, 2012:19) memberikan defenisi, 
yaitu: 
“Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang 
dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).” 
R Tresna (Adami Chazawi, 2012:72-73) menyatakan: 
“Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian 
perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-
undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, 
terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”. 
 
Vos (Adami Chazawi, 2012:72) merumuskan bahwa: 
 
“Strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam 
pidana oleh peraturan perundang-undangan”. 
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur tindak pidana setidak-tidaknya terdiri dari dua 
sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan dari sudut undang-
undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum 
yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut 
undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu 
dirumuskan menjadi tidak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal 
peraturan perundang-undangan yang ada. 
1. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritisi. 
Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana ialah melihat 
bagaimana bunyi rumusan tindak pidana yang telah disusun 
oleh para ahli hukum. 
Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2012:79) unsur 
tindak pidana adalah: 
1) Perbuatan; 
2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). 
Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan 
hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka 
pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidakdipisahkan 
dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana 
menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam 
kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam 
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pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada 
umumnya dijatuhi pidana. 
Dari rumusan R.Tresna (Adami Chazawi, 2012:80) , 
unsur-unsur tindak pidana terdiri dari: 
1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia); 
2) Yang bertentangan dengan perturan perundang-undangan; 
3) Diadakan tindakan penghukuman. 
Dari unsur diadakan tindakan penghukuman, terdapat 
pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang 
itu selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan).  
Menurut Vos (Adami Chazawi, 2012:80), unsur-unsur 
tindak pidana adalah: 
1) Kelakuan manusia; 
2) Diancam dengan pidana; 
3) Dalam peraturan perundang undangan. 
Dari unsur-unsur tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada 
perbedaan. Tindak pidana adalah perbuatan manuasia yang 
dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam pidana 
bagi yang melakukannya. jelas telihat bahwa unsur-unsur 
tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya 
pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya. 
Menurut Jonkers (Adami Chazawi, 2012:81), unsur-unsur 
tindak pidana adalah: 
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1) Perbuatan (yang); 
2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); 
4) Dipertanggungjawabkan. 
Sementara itu, Schravendijk (Adami Chazawi, 2012:81) 
merincikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: 
1) Kelakuan (orang yang); 
2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum; 
3) Diancam dengan hukuman; 
4) Dilakukan oleh orang yang dapat; 
5) Dipersalahkan/ kesalahan. 
2. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang 
Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak 
pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan 
Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu 
disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah 
laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 
(penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-
kadang dicantumkan, seringkali juga tidak dicantumkan. 
Sedangkan unsur kemampuan bertanggung jawab sama sekali 
tidak dicantumkan. Di samping itu, banyak mencantumkan 
unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun 
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perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu (Adami 
Chazawi, 2012:81). 
Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam 
KUHP dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu: 
1) Unsur tingkah laku; 
2) Unsur melawan hukum; 
3) Unsur kesalahan; 
4) Unsur akibat konstitutif; 
5) Unsur keadaan yang menyertai; 
6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
9) Unsur objek hukum tidak pidana; 
10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
11) Unsur syarat tambahan unrtuk memperingan pidana. 
Dari 11 unsur tersebut, terdapat dua unsur subjektif yaitu 
kesalahan dan melawan hukum. Sedangkan selebihnya 
merupakan unsur objektif. Adakalanya Unsur melawan hukum 
bersifat objektif (Adami Chazawi, 2012:82). 
Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang 
berada diluar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua 
unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-
keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan 
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tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif 
adalah semua unsur yang mengenai batin dan melekat pada 
keadaan batin orangnya (Adami Chazawi, 2012:83). 
3. Jenis-Jenis tindak Pidana 
Terdapat beragam tindak pidana yang terjadi dalam 
kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas 
dasar-dasar tertentu, sebagai berikut: 
1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat 
dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. 
Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran 
adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal 
ini dapat diketahuidari ancaman pidana pada pelanggaran tidak 
ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana 
kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi 
dengan ancaman pidana penjara. 
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana 
formil dan tindak pidana materil. 
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang 
dirumuskan memberikan arti bahwa inti larangan yang 
dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. 
Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya 
suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat 
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penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada 
perbuatannya. 
Dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan 
adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Siapa yang 
menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang 
dipertanggungjawabkan dan dipidana. Untuk selesainya tindak 
pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud 
perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada 
syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. 
3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana 
sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). 
Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam 
rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung 
unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja 
adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung 
culpa. 
4. Berdasarkan macam perbuatannya,dibedakan antaratindak 
pidana aktif/positif disebut juga tindak pidana komisi dan tindak 
pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi. 
Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang 
perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah 
perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan 
dari anggota tubuh orang yang berbuat.Dengan berbuat aktif 
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orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik 
dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun 
secara materil.Bagian terbesar tindak pidana ynag dirumuskan 
dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. 
Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana 
pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni.Tindak 
pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara 
formil atau tindak pidana yang pada dasarnyasemata-mataunsur 
perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, 
tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang 
pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat 
dilakukan dengancara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana 
yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan 
dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu 
benar-benar timbul. 
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan 
antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi 
dalamwaktu lama atau berlangsung lama/ berlangsung terus. 
Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa 
sehingga untuk mewujudkannya atau terjadinya dalam waktu 
seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan 
aflopendedelicten. Sebaliknya ada tindak pidana yang 
dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana 
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itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak 
pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan 
voordurende dellicten. 
6. Berdasarkan sumbernya, terdiri atas tindak pidana umum dan 
tindak pidana khusus. 
Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang 
dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil 
(buku II dan buku III) . Tindak pidana khusus adalah semua 
tindak pidana diluar kodifikasi KUHP. 
7. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara antara 
tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan 
oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana 
yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas 
tertentu). 
Pada umumnya tindak pidana dibentuk dan dirumuskan 
untuk berlaku pada semua orang.Akan tetapi, ada perbuatan-
perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan 
oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai 
negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan 
pelayaran), dan sebagainya. 
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8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, 
dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. 
Yang dimaksud tindak pidana biasa adalah untuk 
dilakukan penuntutanterhadap pembuatnya, tidak disyaratkan 
adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak 
pidana aduan untuk dapat dilakukan penuntutan terlebih dahulu 
adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, 
yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau 
keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi 
kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak. 
9. Berdasarkan berat atau ringannya pidana yang diancamkan, 
dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok atau bentuk 
sederhana, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana 
yang diperingan. 
Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara 
lengkap, semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. 
Sementara itu tindak pidana diperberat dan/atau diperingan, 
tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, 
melainkan sekedar menyebutkualifikasi bentuk pokoknya atau 
Pasal bentuk pokonya, kemudian disebutkan atau ditambahkan 
unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara 
tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau 
faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana 
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terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu 
menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk 
pokoknya. 
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, tindak pidana 
tidak terbatas macamnya. Sangat tergantung pada kepentingan 
hukum yang dilindungi dalam suatu perundang-undangan. 
Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab 
dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang 
dilindungi, misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi 
kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk 
rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), 
untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-
tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap 
penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi 
kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk 
tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP) dan 
seterusnya. 
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu 
larangan,terdiri atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana 
berangkai. 
Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang 
dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang 
selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup 
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dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak 
pidana dalam KUHP merupakan tindak pidana 
tunggal.Sementara itu, yang dimaksud dengan tindak pidana 
berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian 
rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat 
dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang. 
 
B. Tindak Pidana pembunuhan 
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan 
Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai suatu 
Pembunuhan.  
Tindak pidana terhadap nyawa dalam KUHP dimuat pada 
Bab XIX dengan judul”Kejahatan terhadap nyawa orang”yang diatur 
dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. 
Pembunuhan dalam sejarah kehidupan manusia telah terjadi 
sejak dahulu kala dan pengaturannya atau hukumnya pun telah 
ditentukan. Hal ini dapat diketahui, diantaranya sebagaimana 
ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran sebagai berikut: 
“Wahai orang yang beriman, diwajibkan atasmu qisas pada 
orang-orang yang terbunuh. Orang merdeka dengan orang 
merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka 
barang siapa yang diampunkan daripadanya sesuatu oleh 
saudaranya maka ia harus menaati dengan baik dan 
memberikan kepadanya dengan kebaikan. Demikian itu 
adalah peringatan tuhanmu dan kasih sayang. Maka 
barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka 
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baginya adalah siksa yang pedih. Bagi kamu dalam qisas 
adalah suatu kehidupan, wahai orang-orang yang mempunyai 
fikiran. Mudah-mudahan kamu bertakwa.”(Al-Baqarah 178-
179) 
 
Adami Chazawi (2001:55), kejahatan terhadapa nyawa 
adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. 
Kepentingan hukum yang dilindungi dan merupakan objek 
kejahatan ini adalah nyawa manusia. 
P.A.F Lamintang (2010:1) menjelaskan bahwa, untuk 
menghilangkan nyawa orang lain, seorang pelaku harus melakukan 
sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan 
meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari 
pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya 
orang lain tersebut. 
Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materil 
atau sebagaimana yang disebut oleh Van Hamel (P.A.F Lamintang, 
2010:1) sebagai suatu delict met materiele omschrijving, yang 
artinya delik yang dirumuskan secara materil, yakni delik yang baru 
dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya 
dengan timbulnya akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh 
undang-undang. 
Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang 
terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa 
meninggalnya orang lain itu sendiri itu belum timbul. 
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2. Jenis-jenis tindak pidana pembunuhan dan Unsur-unsurnya 
a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok. 
Kejahatan terhadapa nyawa yang dilakukan dengan 
sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok. Sebagaimana 
diatur dalam Pasal 338 KUHP (Adami Chazawi, 2012:56), yaitu: 
“barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa 
orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana 
penjara paling lama 15 tahun”. 
Apabila rumusan tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka 
terdiri dari: 
1) Unsur objektif 
a. Perbuatan: menghilangkan nyawa; 
b. Obyeknya: nyawa orang lain. 
2) Unsur subjektif: dengan sengaja 
Dalam menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat tiga 
syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 
1) Adanya wujud perbuatan; 
2) Adanya suatu kematian; 
3) Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan 
kematian (orang lain). 
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b. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak 
pidana lain. 
Pembunuhan yang dimaksudkan ini adalah sebagai 
mana yang diatur dalam Pasal 339 KUHP (Adami Chazawi, 
2012:70), yaitu: 
“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahuluioleh 
suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan 
maksuduntuk mempersiapkan atau memudahkan 
pelaksanaanya, atau untuk menghindarkan diri sendiri 
maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap 
tangan, ataupun untuk memastikanpenguasaan 
bendayang diperolehnyasecara melawan hukum, dipidana 
dengan pidan penjara seumur hidup atau sementara 
waktu, paling lama 20 tahun”. 
Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiridari unsur-
unsur sebagai berikut: 
1) Semua unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif) Pasal 
338 KUHP; 
2) Yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain; 
3) Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud: 
a. Untuk mempersiapkan tindak pidana lain; 
b. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain; 
c. Dalam hal tertangkap tangan ditujukan: 
i. untuk menghindarkan (1) diri sendiri maupun (2) 
peserta lainnya dari pidana, atau 
23 
ii. untuk memastikan penguasaan benda yang 
diperolehnya secara melawan hukum (dari tindak 
pidana lain itu). 
c. Pembunuhan berencana. 
Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang 
paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan 
terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang 
rumusannya adalah: 
“barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana 
terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana 
karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati 
atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu 
tertentu, paling lama 20 tahun”. 
 
Rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur: 
1) Unsur subjektif 
i. Dengan sengaja 
ii. Dan dengan rencana terlebih dahulu 
2) Unsur objektif 
i. Perbuatan: menghilangkan nyawa 
ii. Objeknya: nyawa orang lain 
d. Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya 
Pembunuhan biasa oleh ibu terhadapa bayinya 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 341 KUHP, rumusannya 
sebagai berikut: 
“Seorang ibu yang kerena takut akan ketahuan melahirkan 
bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lam kemudian, 
24 
dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana 
karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara 
pidana paling lama 7 tahun”. 
 
Unsur-unsurnya terdiri dari: 
1) Unsur objektif: 
a) Petindaknya: seorang ibu 
b) Perbuatannya: menghilangkan nyawa 
c) Objeknya: nyawa bayinya 
d) Waktunya: 
i. Pada saat bayi dilahirkan, 
ii. Tidak lama setelah bayi dilahirkan 
e) Motifnya: karena takut diketahui melahirkan 
2) Unsur subjektif: dengan sengaja 
e. Pembunuhan ibu terhadap bayinyadengan direncanakan lebih 
dulu. 
Pembunuhan bayi berencana adalah sebagaimana 
yang dirumuskan dalam Pasal 342 KUHP, yaitu: 
“seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan 
kehendak yang telah diambilnya karena takut akan 
ketahuan bahwa ia akan melahirkan bayi, pada saat bayi 
dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan 
sengajamenghilangkan nyawa bayinya itu, dipidana karena 
pembunuhan bayinya sendiri dengan rencana pidana 
penjara paling lam 9 tahun”. 
 
Unsur-unsurnya sebagai berikut: 
1) Petindak: seorang ibu 
2) Adanya putusan kehendak yang telah diambil sebelumnya 
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3) Perbuatan: menghilangkan nyawa 
4) Objek: nyawa bayinya sendiri 
5) Waktu: 
a) Pada saat bayi dilahirkan 
b) Tidak lama setelah bayi dilahirkan 
6) Karena takut akan diketahui melahirkan bayi 
7) Dengan sengaja 
f. Pembunuhan atas permintaan korban 
Bentuk pembunuhan ini diatur dalam Pasal 344, yaitu: 
“Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas 
permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan 
kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 12 tahun”. 
 
Unsur-unsur tindak pidana tersebut, terdiri atas: 
1) Perbuatan: menghilangkan nyawa 
2) Objek: nyawa orang lain 
3) Atas permintaan orang itu sendiri 
4) Yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh 
g. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri 
Ketentuannya tercantum dalam Pasal 345 KUHP, yang 
rumusannya adalah: 
“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh 
diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi 
sarana kepadanya untuk itu, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh 
diri”. 
 
Unsur-unsurnya terdiri sebagai berikut: 
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1) Unsur-unsur objektif 
a) Perbuatan 
i. Mendorong 
ii. Menolong 
iii. Memberikan sarana 
b) Pada orang untuk bunuh diri 
c) Orang tersebut jadi bunuh diri 
2) Unsur subjektif: dengan sengaja 
h. Pengguguran dan pembunuhan kandungan olehnya sendiri 
Pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh 
perempuan yang mengandung itu sendiri, diatur dalam Pasal 
346 KUHP, yaitu: 
“Seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau 
mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk 
itu, dipidana dengan pidana penjara palinglama 4 tahun”. 
 
Unsur-unsur rumusan tersebut adalah: 
1) Unsur objektif 
a) Petindak: seorang wanita 
b) Perbuatan 
i. Menggugurkan 
ii. Mematikan 
iii. Menyuruh orang lain mengugurkan 
iv. Menyuruh orang lain mematikan 
c) Objek: kandungannya sendiri 
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2) Unsur subjektif: dengan sengaja 
i. Pengguguran dan pembunuhan kandungan tanpa persetujuan 
perempuan yang mengandung 
Kejahatan ini diatur dalam Pasal 347 KUHP, yang 
rumusannya adalah: 
1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau 
mematikan kandungan seorang perempuan tanpa 
pesetujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 12 tahun 
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan 
tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 
15 tahun 
 
Unsur-unsurnya adalah: 
1) Unsur objektif 
a) Perbuatan: 
i. Menggugurkan  
ii. Mematikan 
b) Objek: kandungan seoarang perempuan 
c) Tanpa persetujuan perempuan itu 
2) Unsur subjektif: dengan sengaja 
j. Pengguguran dan pembunuhan kandungan atas persetujuan 
perempuan yang mengandung 
Kejahatan ini dirumuskan dalam Pasal 348 KUHP, 
sebagai berikut: 
1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau 
mematikan kandungan seorang perempuan dengan 
persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara 
selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. 
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2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan 
tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 
tahun 
 
Unsur-unsurnya adalah: 
1) Unsur-unsur objektif 
a) Perbuatan: 
i. Menggugurkan 
ii. Mematikan 
b) Objek: kandungan seorang perempuan 
c) Dengan persetujuannya 
2) Unsur subjektif: dengan sengaja 
k. Pengguguran atau pembunuhan kandungan oleh dokter, Bidan 
atau juru obat. 
Dokter, Bidan dan juru obat adalah kualitas pribadi yang 
melekat pada subjek hukum (petindak) dari kejahatan 
sebagaimana yang dicantumkan dengan Pasal 349 KUHP, yang 
rumusannya sebagai berikut: 
“jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu 
melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun 
melakukan atau membantu melakukan salah satu 
kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, 
maka pidana yang ditentukan dalam Pasal itu dapat 
ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak 
menjalankan pencaharian dalam manakejahatan itu 
dilakukan”. 
 
Perbuatan dokter, bidan dan juru obat tersebut dapat berupa (1) 
melakukan dan (2) membantu melakukan 
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l. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan 
sengaja adalah kejahatan yang dirumuskan pada Pasal 359 
KUHP, yaitu: 
“barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) 
menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 tahun atau dipidana kurungan paling 
lama 1 tahun”. 
 
Unsur-unsur dari rumusan tersebut adalah: 
1) Adanya unsur kelalaian (culpa) 
2) Adanya wujud perbuatan tertentu 
3) Adanya akibat kematian orang lain 
4) Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan 
akibat kematian orang lain itu. 
 
C. Geng Motor 
1. Pengertian Geng Motor 
Geng Motor adalah sekumpulan orang yang memiliki hobi 
bersepeda motor yang membuat kegiatan berkendara sepeda 
motor secara bersama-sama menjadi kegiatan rutin sekelompok 
orang tersebut. Baik tujuan konvoi maupun touring dengan sepeda 
motor yang mereka miliki (Indah Indrimiya Hadi, Radar Cirebon). 
Kartini Kartono (2013:12) mengemukakan bahwa, geng 
delinkuen banyak tumbuh dan berkembang dikota-kota besar. Dan 
bertanggungjawab atas banyaknya kejahatan dalam bentuk: 
pencurian, perusakan milik orang lain, dengan sengaja melanggar 
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dan menentang otoritas orang dewasa serta moralitas yang 
konvensional, melakukan tindak kekerasan menteror lingkungan 
dan lain-lain. 
Wujud perilaku delinkuen diantaranya: 
a. Kebut-kebutan dijalanan yang mengganggu keamanan lalu 
lintas, dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain. 
b. Perilaku ugal-ugalan, brandalan, urakan yang 
mengacaukanketentraman sekitar. 
c. Perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah, antar 
suku, sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa. 
d. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan 
e. Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa 
perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, maling, mencuri, 
mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, 
melakukan pembunuhan, mencekik, meracun, tindak kekerasan 
dan pelanggaran lainnya 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI,2001), Geng 
berarti sebuah kelompok atau gerombolan remaja yang 
dilatarbelakangi oleh persamaan sosial, sekolah, daerah, dan 
sebagainya. Pelakunya dikenal dengan sebutan gengster, sebuah 
kata yang berasal dari bahasa inggris, gangster.  
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Gangster atau bandit berarti suatu anggota dalam sebuah 
kelompok kriminal (gerombolan) yang terorganisir dan memiliki 
kebiasaan urakan dan anti aturan (wikipedia dictionary). 
2. Ciri-Ciri Geng Motor 
Geng motor berbeda dengan klub motor. Namun, masih 
banyak masyarakat yang menyamakan klub motor yang isinya 
orang-orang baik tetapi dianggap sebagai geng motor anarkis. 
Geng motor merupakan kelompok yang menggunakan motor 
sebagai pemersatunya dan biasa mengarah ke hal-hal negatif. 
Sebutan geng motor selalu memberikan citra buruk dan biasanya 
identik dengan tindakan anarkis berbeda dengan klub motor. 
Geng motor dan klub motor dapat dibedakan dengan ciri-ciri 
berikut: 
a. Ciri- ciri geng motor 
1) Kebanyakan anggota geng motor tidak memakai perangkat 
keamanan seperti helm, sepatu dan jaket. 
2) Membawa senjata tajam yang di buat sendiri atau dari pabrik 
seperti samurai, badik hingga bom molotov. 
3) Biasanya muncul malam hari dan tidak menggunakan lampu 
penerang serta berisik. 
4) Jauh dari kegiatan sosial. 
5) Anggotanya lebih banyak kaum laki-laki sekalipun tidak 
menutup kemungkinan ada perempuan yang ikut. 
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6) kendaraan tidak lengkap, tidak memiliki surat-surat. 
7) Tujuan mereka hanya membuat kekacauan dan ingin 
menjadi yang terseram diantara geng motor lainnya 
sehingga sering terjadi tawuran. 
8) Tidak terdaftar di kepolisian atau masyarakat setempat 
9) Lebih suka berkumpul ditempat yang sepi, gelap dan berbau. 
10) Proses penerimaan anggota barubiasanya bermain fisik, 
diperintah berkelahi dan minum minuman keras. 
b. Ciri-ciri klub motor 
1) Perlengkapan keamanan dalam berkendara lengkap. 
2) Motor dan pengendaranya lengkap. 
3) Biasanya tiap klub motor hanya terdiri dari satu merk dan 
satu tipe motor saja namun kadang juga bercampur. 
4) Berkumpul ditempat yang ramai agar bisa dilihat masyarakat 
sekaligus ajang silaturrahmi kepada klub motor lain yang 
kebetulan melintas. 
5) Pelantikan anggota baru biasanya tanpa kekerasan, hanya 
memberi pengetahuan seluk beluk berlalu lintas yang benar. 
6) Mempunyai misi dan misi yang jelas dan jauh dari ruang 
lingkup yang anarki. 
7) Melakukan kegiatan touring kedaerah-daerah sekaligus 
kegiatan bakti sosial. 
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8) AD/ART mereka jelas dan tercatat dalam kepolisian atau 
wadah dari perkumpulan klub motor. 
9) Saling tolong menolong terhadap anggota klub motor lain 
ketika dijalan mendapat masalah. 
10) Setiap klub motor memilki tujuan dalam berkendara dan 
peraturan peraturan yang tidak membebankan anggotanya. 
Mudah mencirikan klub motor, karena salah satu ciri mereka 
tidak yaitu tidak ugal-ugalan dijalan walaupun masih ada klub motor 
yang memiliki sifat arogan serta pengetahuan berlalu lintas yang 
minim. 
 
D. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana dan Tujuan Pemidanaan 
Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang adakalanya 
disebut dengan hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah 
hukuman , karena sudah lazim merupakan terjemahan dari recht 
(Adami Chazawi, 2012: 24). 
Pidana lebih tepat didefenisikan sebagai suatu 
penderitaanyang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara 
pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum 
(sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan 
hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini 
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disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit) (Adami Chazawi, 
2012:24). 
Menurut Roeslan Saleh (Bambang Waluyo, 2008:9), Pidana 
adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang 
dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. 
Menurut R. Soesilo (Bambang Waluyo, 2008: 9), pidana 
adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh 
hakim dengan vonis,kepada orang-orang yang melanggar undang-
undang. 
Dalam sistem hukum di indonesia yang menganut asas 
praduga tak bersalah, pidana sebagai reaksi atas delik yang 
dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang 
peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. 
Apabila terbukti tidak bersalah maka tersangka harus dibebaskan 
(Bambang Waluyo, 2008: 9). 
Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan 
bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada 
lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang 
bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana 
adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya 
masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan 
hukum yang dilindungi (Adami Chazawi, 2012:24). 
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Mencantumkan Pidana pada setiap larangan dalam hukum 
pidana (strafbaar feit: tindak pidana), disamping bertujuan untuk 
kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara 
juga bertujuan untuk mencegah (preventiv) bagi orang yang berniat 
untuk melanggar hukum pidana (Adami Chazawi, 2012:25). 
Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, 
sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. 
Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan 
juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana (Amir Ilyas, 
2012:95). 
Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang 
penjahat. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi 
agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut 
melakukan kejahatan serupa (Amir Ilyas, 2012:95). 
Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar 
terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan berikut: 
a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang 
b. Pemberian pidana oleh badan berwenang 
c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang. 
Dalam masalah pemidanaan dikenal dua sistem atau cara 
yang biasa ditetapkan yaitu dalam KUHP: 
a. Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam 
tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai 
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terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka 
bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik 
tembok penjara. 
b. Bahwa selain narapida dipidana, mereka juga harus dibina 
untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi 
(Amir Ilyas, 2012:96) 
Ada beberapa teori yang telah dirumuskan oleh para ahli 
untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pemidanaan dan 
tujuan sebenarnya unruk apa pemidanaan dijatuhkan.  
Menurut Adami Chazawi (Amir Ilyas, 2012:97) pemidanaan 
dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar, yaitu: 
a. Teori absolut atau teori pembalasan 
Dasar pijakan teori ini adalah pembalasan. Setiap 
kejahatan tidak boleh tidak harus dikuti oleh pidana bagi 
pembuatnya. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk 
mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya 
penderitaan bagi penjahat (Adami Chazawi, 2012:157). 
Menurut Immanuel Kant (Amir Ilyas, 2012:98), 
mengemukakan bahwa pembalasan atau suatu perbuatan 
melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum 
dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan 
pembunuhan berncana mutlak dijatuhkan. 
b. Teori relatif atau teori tujuan 
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Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana 
adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam 
masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, untuk 
menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana (Adami Chazawi, 
2012:161). 
Pidana mempunyai tiga macam sifat untuk mencapai 
tujuan ketertiban masyarakat, yaitu: 
1) Bersifat menakut-nakuti 
2) Bersifat memperbaiki 
3) Bersifat membinasakan 
c. Teori gabungan 
Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas 
pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, 
dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar penjatuhan 
pidana. Teori ini di bagi menjadi dua golongan besar, yaitu: 
1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 
pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang 
perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib 
masyarakat. 
2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata 
tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana 
tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan 
terpidana (Adami Chazawi, 2012:166). 
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2. Jenis-jenis pidana 
KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana 
telah merinci jenis-jenis pidana. Pidana dibedakan menjadi dua 
kelompok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, yaitu: 
a. Pidana pokok 
1) Pidana mati 
Pidana mati merupakan pidana yang terberat. 
Pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup 
bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di 
tangan Tuhan (Adami Chazawi, 2012:29). 
Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 11 KUHP 
(Amir Ilyas, 2012:108), yaitu: 
“Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat 
gantungan pada leher terpidana kemudian 
menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri” 
 
Namun ketentuan tersebut telah ditiadakan, dan 
diganti dengan cara ditembak oleh regu penembak sampai 
mati, yang pelaksanaanya telah ditetapakan secara rinci 
dalam UU No.2 (PNPS) tahun 1964 (Adami Chazawi, 
2012:32). 
Dalam KUHP (Adami Chazawi, 2012:31) yang 
diancam dengan pidana mati hanyalah kejahatan-kejahatan 
yang dipandang sangat berat saja dan jumlahnya sangat 
terbatas, seperti: 
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a) Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan 
negara (Pasal 104, Pasal 111 ayat(2), Pasal 124 ayat (3) 
jo Pasal 129). 
b) Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang 
tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor 
pemberat. Misalnya: (Pasal 140 ayat (3), Pasal 340) 
c) Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur atau 
faktor yang sangat memberatkan (Pasal 365 ayat (4), 
Pasal 368 ayat (2)) 
d) Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai 
(Pasal 144) 
Setiap kejahatan yang diancam dengan pidana mati 
selalu diancamkan juga pidana alternatifnya. Yaitu, pidana 
penjara seumur hidup atau pidana sementara waktu 
setinggi-tingginya 20 tahun. 
Dengan adanya pidana alternatif, maka berdasarkan 
kebebasan hakim, ia bebas memilih apakah akan 
menjatuhkan pidana mati bagi kejahatan-kejahatan yang 
diancam pidana mati atau penjara seumur hidup ataupun 
penjara sementara waktu bergantung dari banyak faktor 
yang dipertimbangkan dalam peristiwa kejahatan secara 
konkret. 
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2) Pidana penjara 
Menurut Andi Hamzah (Amir Ilyas, 2012:110), pidana 
penjara merupakan bentuk pidana yangberupa kahilangan 
kemerdekaan. 
Pidana seumur hidup biasanya tercantum di Pasal 
yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, 
seumur hidup atau penjara dua puluh tahun). 
Banyak hak-hak kewarganegaraan yang hilang jika 
seseorang berada dalam penjara sebagaimana yang 
dinyatakan oleh Andi Hamzah (Amir Ilyas, 2012:111), yaitu: 
Pidana penjara disebut juga pidana kehilangan 
kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak 
merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan 
hak-hak tertentu. Seperti: 
a. Hak untuk memilih dan dipilih. 
b. Hak untuk memangku jabatan publik 
c. Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan 
d. Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu 
e. Hak untuk mengadakan asuransi hidup 
f. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan 
g. Hak untuk kawin 
h. Beberapa hak sipil yang lain 
 
41 
3) Pidana kurungan 
Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan 
pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana 
perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi 
kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan 
mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga. 
Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan 
dibandingkandengan pidana penjara, ini di tentukan oleh 
Pasal 69 ayat (1) KUHP. Lama hukuman pidana kurungan 
adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu 
tahun sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 18 KUHP. 
4) Pidana denda 
Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua 
bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan 
hukuman mati.  
Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah 
dijatuhi pidana denda oleh Hakim atau Pengadilan untuk 
membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah 
melakukan suatu perbuatan yang dapat di pidana. 
Menurut P.A.F. Lamintang (Amir Ilyas, 2012:114) 
bahwa: 
Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan 
Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-
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kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana 
denda ini jugadiancamkan baik satu-satunya pidana pokok 
maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau 
alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara 
bersama-sama. 
5) Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No.20 Tahun 
1946) 
Pidana Tutupan ditambahkan dalam Pasal 10 KUHP 
melalui UU No. 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan. 
Dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam mengadili 
orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan 
pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut 
dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.  
Pidana Tutupan diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Pemerintah No.8 Tahun 1948 yang dikenal dengan Rumah 
tutupan. 
b. Pidana tambahan 
1) Pencabutan hak-hak tertentu 
Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki 
seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata 
(burgerlijke daad) tidak diperkenankan (Pasal 3 BW). 
Undang-undang hanya memberikan kepada negara 
wewenang (melalui alat/lembaganya) melakukan 
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Pencabutan hak tertentu saja. Dalam Pasal 35 ayat (1) 
KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah: 
a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan 
yang tertentu; 
b) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan 
Bersenjata/TNI; 
c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum; 
d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas 
penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, 
pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang 
bukan anak sendiri; 
e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan 
perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; 
f) Hak menjalankan mata pencaharian.  
Sifat hak-hak tertentu yang dapat dicabut oleh 
hakimtidak untuk selama-lamanya, melainkan dalam waktu 
tertentu saja. Kecuali bila yang bersangkutan dijatuhi pidana 
penjara seumur hidup atau pidana mati. 
2) Perampasan barang-barang tertentu 
Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya 
diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak 
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diperkenankan untuk semua barang.Undang-undang tidak 
mengenal perampasan untuk semua kekayaan. 
Menurut Pasal 39 KUHP ada dua jenis barang yang 
dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, yaitu: 
a) Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu 
kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan 
corpora delictie, misalnya uang palsu dari kejahatan 
pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan 
pemalsuan surat; dan 
b) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan 
kejahatan, yang disebut dengan instrumenta delictie, 
misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan 
pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang 
digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya. 
3) Pengumuman keputusan hakim 
Setiap putusan hakim memang harus diucapakan 
dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Bila tidak, 
putusan itu batal demi hukum. Pidana putusan hakim 
merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan 
pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. 
Dalam pidana pengumuman putusan hakim di mana 
hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan 
pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui 
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suratkabar, plakat yang ditempelkan pada papan 
pengumuman, melalui media radio yang pembiayaannya 
dibebankan kepada terpidana. 
Maksud dari putusan hakim yang demikian ini, adalah 
sebagai unsur preventif, mencegah bagi orang-orang 
tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering 
dilakukan orang. Maksud yang lain adalah memberitahu 
kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul 
dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka 
tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan 
(tindak pidana) (Adami Chazawi, 2012:53-54). 
 
E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan. 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berbagai macam 
putusan, dapat dibagi dalam dua kategori, Menurut Muhammad Rusli 
(2006:124) dalam memberikan telah kepada pertimbangan hakim 
dalam berbagai putusannya, kategori itu adalah: 
1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis. 
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan 
hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap 
dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai 
hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud 
antara lain: 
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a) Dakwaan jaksa penuntut umum 
Dakwaan merupakan dasar dari hukum acara pidana 
karena berdasar itulah pemeriksaan dipersidangan 
dilakukan.Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil 
pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, kumulatif, 
alternatif, ataupun subsidair. 
b) Keterangan terdakwa 
Keterangan terdakwa menurut KUHP dalam Pasal 184 
butir c, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa 
adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang 
perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau 
dialami sendiri. Dalam Hukum Acara Pidana keterangan 
terdakwa dapat dinyatakan dalam bentuk pengakuan ataupun 
penolakan, baik sebagian ataupun keseluruhan terhadap 
terdakwa penuntut umum dan keterangan yang disampaikan 
oleh para saksi.Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan 
jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun 
dari penasihat hukum. 
c) Keterangan saksi 
Salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam 
menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan 
saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang 
pengadilan. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat 
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bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa 
pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, 
bukan merupakan kesaksian de auditu testimonium dan harus 
disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat 
sumpah. 
d) Barang-barang bukti 
Pengertian barang bukti disina adalah semua benda 
yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut 
umum didepan sidang pengadilan, yang meliputi: 
1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya 
atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau 
sebagai hasil tindak pidana; 
2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk 
melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan; 
3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi 
penyidikan tindak pidana; 
4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk 
melakukan tindak pidana; 
5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan 
tindak pidana yang dilakukan. 
e) Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya. 
Dalam praktek persidangan, Pasal peraturan hukum 
pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan 
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terdakwa.Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha 
untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti 
tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi 
unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasalperaturan hukum 
pidana.Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-
unsur dari setiap Pasal yang dilanggar, berarti terbuktilah 
menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan 
perbuatan seperti diatur dalam Pasal hukum pidana tersebut. 
Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan 
bahwa yang termuat dalam putusan yang menyebutkan di 
antara yang termuat dalam putusan itu merupakan 
pertimbangan yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, 
dapatlah digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat 
yuridis.Dan Pasal-Pasal tersebut dijadikan dasar pemidanaan 
oleh hakim (Pasal 197 KUHP). 
2. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis 
Dasar-dasar yang digunakan dalam pertimbangan yang 
bersifat non yuridis, yaitu: 
a) Latar belakang terdakwa 
Pengertian latar belakang terdakwa perbuatan terdakwa 
adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan 
serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan 
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tindak pidana kriminal. Latar belakang perbuatan terdakwa 
dalam melakukan perbuatan kriminal meliputi: 
1) Keadaan ekonomi terdakwa; 
2) Ketidak harmonis hubungan sosial terdakwa baik dalam 
lingkungan keluarganya, maupun dengan orang lain. 
b) Akibat perbuatan terdakwa 
Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti 
membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan 
akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan 
tersebut dapat pula berpengaruh buruk pada masyarakat luas, 
paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa 
terancam. 
c) Kondisi dari terdakwa 
Pengertian dari kondisi terdakwa dalam pembahasan ini 
adalah keadaan fisik meupun psikis terdakwa sebelum 
melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial terdakwa. 
Keadaan fisik dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, 
sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan 
yang dapat berupa; mendapat tekanan dari orang lain, pikiran 
sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang 
dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki 
dalam masyarakat. 
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d) Keadaan ekonomi 
Baik dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada suatu 
aturan yang mengatur dengan tegas mengenai keadaan sosial 
ekonomi terdakwa dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam 
menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Namun di 
dalam konsep KUHP yang baru, bahwa pembuat, motif, dan 
tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak 
pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup, dan keadaan sosial 
ekonomi pembuat, sikap, dan tindakan si pembuat sesudah 
melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa 
depan pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak 
pidana yang dilakukan dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh 
hakim dalam mejatuhkan putusanberupa pemidanaan. 
e) Agama terdakwa 
Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak 
cukup bila sekedar meletakkan kata”DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAKA ESA”pada kepala 
putusan, malainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap 
tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan 
terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. 
Dalam praktek sehari-hari baik oleh penuntut umum 
maupun hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan 
dan dalam penjatuhan pidana ada dua pokok hal yang dapat 
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meringankan dan memberatkan. Faktor-faktor yang 
meringankan antara lain; terdakwa masih muda, berlaku sopan, 
dan mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum, menyesali 
perbuatannya, keluarga dan lingkungan terdakwa rusak, 
menanggung tanggungan anak, usia lanjut dan fisik lemah serta 
masih belajar. Sedangkan faktor-faktor yang memberatkan 
misalnya; memberi keterangan yang berebelit-belit, tidak 
menyesali perbuatannya, tidak mengekui perbuatannya, 
perbuatannya keji dan tidak berprikemanusiaan, perbuatan 
pidana dilakukan dengan sengaja, hasil kejahatan telah 
dinikmati, perbuatan meresahkan masyarakat dan merugikan 
negara. 
 
F. Bentuk-bentuk Putusan Hakim dalam Perkara Pidana 
1. Putusan Bebas 
Pada asasnya, esensi putusan bebas terjadi karena 
terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan 
Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, 
terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, atau singkatnya 
lagi terdakwa tidak dijatuhi pidana. 
Pada ketentuan Pasal 191ayat (1) KUHAP, putusan bebas 
dapat dijatuhkan oleh Majelis hakim oleh karena: 
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a. Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan. 
b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan 
kepadanya tidak tebukti secara sah dan meyakinkan menurut 
hukum 
Secara yuridis dapat disebutkan bahwa putusan bebas 
apabila Majelis Hakim setelah memeriksa pokok perkara dan 
bermusyawarah beranggapan bahwa: 
a. Ketiadaan alat bukti seperti ditentukan asas minimum 
pembuktian menurut undang-undang secara negatif 
sebagaimana dianut oleh KUHAP. Jadi, pada prinsipnya Majelis 
Makimdalam persidangan tidak cukup dapat membuktikan 
keslahan terdakwa serta hakim tidak yakin terhadap kesalahan 
tersebut. 
b. Majelis Hakim berpandangan terhadap asas minimum 
pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah 
terpenuhi misalnya berupa adanya dua orang saksi atau adanya 
petunjuk, tetapi Majelis Hakim tidak yakin akan kesalahan 
terdakwa. 
2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum 
Ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP mengatur secara 
ekspilit tentang putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum. 
Bahwasanya pada putusan pelepasan, tindak pidana yang 
didakwakan olehJaksa/PenuntutUmum memang terbukti secara 
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sah dan meyakinkan menurut hukum tetapi terdakwa tidak dapat 
dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan 
merupakan perbuatan pidana. Tetapi misalnya termasuk yurisdiksi 
hukum perdata, hukum adat ataukah hukum dagang.  
Apabila secara intens diperbandingkan antara putusan 
bebas dangan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum 
menurut M. Yahya Harahap (Lilik Mulyadi,:224) ditinjau 
perbandingan tersebut dari berbagai segi, antara lain: 
a. Ditinjau dari segi pembuktian 
Pada putusan pembebasan, perbuatan pidana tidak 
memenuhi asas pembuktian undang-undang secara negatif 
serta tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian yang 
diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Pada putusan lepas dari segala 
tuntutan hukum , yang didakwakan kepada terdakwa cukup 
terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut 
undang-undangmaupun dari segi batas minimum yang diatur 
dalam Pasal 183 KUHAP. Akan tetapi perbuatan yang terbukti 
tidak merupakan tindak pidana. 
b. Ditinjau dari segi penuntutan 
Pada putusan pembebasan, perbuatan yang dilakukan 
dan didakwakan kepada terdakwa benar-benar perbuatan tindak 
pidana yang harus dituntut dan diperiksa di sidang pengadilan 
pidana. Namun diputus bebas karena kesalahan terdakwa tidak 
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terbukti. Sedangkan pada putusan pelepasan dari segala 
tuntutan hukum, hakikatnya apa yang didakwakan kepadanya 
bukan tindak pidana, seolah-olah penyidik dan penuntut umum 
melihatnya sebagai perbuatan tindak pidana. 
3. Putusan pemidanaan 
Putusan pemidanaan pada dasarnya diatur dalam Pasal 193 
ayat (1) KUHAP 
“jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana yang dilakukan kepadanya, maka 
pengadilan menjatuhkan pidana” 
 
Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim 
telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di 
persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana 
dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya, hakim tidak melanggar 
ketentuan Pasal 183 KUHAP. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan 
berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, 
maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di 
Kota Makassar. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di 
Pengadilan Negeri Makassar. Lokasi penelitian dipilih dengan 
pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri tersebut merupakan tempat 
diputus perkara Nomor 530/Pid.B/2014/PN.Makassar yang merupakan 
objek sasaran kasus yang diangkat oleh penulis. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian iniadalah: 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui 
wawancara dengan narasumber atau pihak yang terkait dengan 
penulisan skripsi ini.  
2. Data sekunder, yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari 
instansi lokasi penelitian, literatur, serta peraturan-peraturan yang 
ada relevansinya dengan materi yang dibahas. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
1. Penelitian Pustaka (Library Research)  
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan 
landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, 
artikel-artikel  
2. Penelitian Lapangan (Field Research)  
Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan 
melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer pada 
instansi atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer 
maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif, kemudian 
dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, 
menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta 
penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini.  
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap tindak 
pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian yang 
dilakukan oleh anggota geng motor dikota Makassar dalam 
putusan No.530/Pid.B/2014/PN.Makassar 
1. Posisi kasus 
Kasus ini bermula pada hari Minggu tanggal 10 maret 2013 
sekitar jam 03.00 subuh terdakwa berteman pulang dari pantai 
Losari Makassar dengan mengendarai sekitar 12 sepeda motor 
menamakan diri kelompok geng motor Tetta, ketika sampai di jalan 
Andalas tepat depan rumah makan Bravo rombongan terdakwa 
dihadang oleh warga setempat karena warga selalu merasa 
terganggu akibat ulah geng motor Tetta. Pada iring-iringan sepeda 
motor tersebut terdakwa berada paling depan karena bertindak 
sebagai pimpinan kelompok geng motor Tetta. 
Rombongan terdakwa dihadang warga dengan 
menggunakan bambu namun terdakwa sudah lewat dari 
penghadangan tersebut tetapi salah satu anggota terdakwa ditahan 
sepeda motornya sehingga terdakwa berputar balik dan langsung 
melakukan lemparan batu kearah warga yang menahan sepeda 
motor tersebut, seketika itu semua teman terdakwa ikut melakukan 
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pelemparan batu dan melepaskan anak panah/busur sehingga 
warga lari mundur. 
Ternyata salah satu orang dari warga tersebut yaitu korban 
Ilham Mahmud terpeleset kakinya dan terjatuh kemudian terdakwa 
mendekati dan langsung menusuk menggunakan badik ke bagian 
pinggang sebelah kiri setelah itu teman-teman terdakwa lainnya 
secara beramai menendang dan menginjak-injak korban. 
Setelah ada warga setempat yaitu saksi bernama Abd. 
Rajab berteriak polisi, polisi, seketika terdakwa berteman lari 
meninggalkan tempat kejadian, terlihat korban Ilham Mahmud 
tergeletak dalam keadaan luka tusuk dibagian pinggang kiri dan 
wajah lebam, kemudian ditolong dan dibawa oleh Abd. Rajab ke 
Rumah Sakit Akademis selanjutnya dirujuk lagi Rumah Sakit 
Grestelina namun korban meninggal pada tanggal 18 Maret 2013 
sesuai Visum Et Repertum No.023/VER/RSG/III/2013 tanggal 22 
Maret 2013 dari RS.Grestelina. 
Dari kronologi kejadian tersebut di atas terlihat terdakwa 
melakukan perbuatan menusuk dengan badik pada bagian 
pinggang sebelah kiri korban Ilham Mahmud, hal mana sesuai 
visum et repertum tersebut menerangkan: kesimpulan, 
meninggalnya korban akibat infeksi berat pada rongga perut yang 
menyebabkan sepsis (kuman masuk pembuluh darah) akibat 
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infeksi dinding rongga perut yang luas, akibat luka tembus rongga 
perut sampai usus. 
 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-
189/Mks/Ep/3/2014: 
a. Dakwaan kesatu 
Bahwa ia terdakwa Irwan Idris alias Iwan Lili, pada hari Minggu 
tanggal 10 maret 2013 sekitar jam 03.00 wita atau setidak-
tidaknya pada waktu-waktu lain dalamtahun 2013, bertempat di 
jalan Andalas kota makassar tepatnya di depan rumah makan 
Bravo kota makassar atau setidak-tidaknyapada suatu tempat-
tempat lain akan tetapi masih termasuk dalam kewenangan 
memeriksa dan mengadili Peradilan Negeri Makassar, dengan 
sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Ilham 
Mahmud, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara 
antara lain sebagai berikut: 
 Bahwa terdakwa yang pada hari-hari tertentu yaitu pada saat 
malam minggu tengah berkumpul dengan teman-temannya, 
dimana teman-teman terdakwa serta terdakwa menamakan 
perkumpulan tersebut dengan sebutan kelompok sepeda 
motor (Geng Motor) Tetta yang diketuai oleh terdakwa, 
adapun terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut sering 
berpawai di jalan-jalan di kota Makassar dengan 
menggunakan motor pada waktu malam minggu. 
 Dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, 
saat terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yang 
menamakan diri mereka dengan sebutan kelompok sepeda 
motor (geng motor ) Tetta menuju pulang setelah berkumpul 
di Pantai Losari kota Makassar, terdakwa dan teman 
terdakwa tersebutyang saat itu mengendarai motor dengan 
jumlah sekitar12 (dua belas) unit motor melintas di Jalan 
Andalas kota Makassar, dan pada saat itu, tiba-tiba dari arah 
jl. Rappo-rappo terdapat beberapa orang yang melempar 
batu kearah rombongan terdakwa dan teman-teman 
terdakwa, adapun salah satu lemparan batu mengenai salah 
satu motor yang digunakan teman terdakwa sehingga 
menyebabkan pengendara motor tersebut terjatuh, dan 
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setelah terjatuh maka pengendara motor tersebut melarikan 
diri dan meninggalkan motor yang di kendarainya tersebut. 
 Bahwa oleh karena dari pihak yang melempar batu kearah 
rombongan terdakwa tersebut seolah-olah mendekat kearah 
sepeda motor yang terjatuh dan berupaya untuk mengambil 
sepeda motor salah seorang anggota rombongan terdakwa, 
maka pada saat itulah rombongan terdakwa dan terdakwa 
melakukan pelemparan batu kearah pihak/orang yang 
melempari terdakwa dan rombongannya dengan batu dan 
terjadilah saling lempar batu antar dua kelompok 
tersebutdiikuti dengan saling mengejar antar anggota 
kelompok. 
 Adapun korban Ilham Mahmud, berada paling depan pada 
kelompok orang yang melempari terdakwa dan 
rombongannya dengan batu, dan pada saat itulah maka 
terdakwa bersama denagn teman-temannya mengejar 
korban Ilham Mahmud, dan pada saat korban terjatuh 
karena salah satu kakinya menginjak lubang, maka pada 
saat itulah terdakwa dan teman-temannya mendekati tubuh 
korban dan melakukan serangkaian perbuatan yang 
mengakibatkan korban Ilham Mahmud mengalami luka, 
adapun terdakwa melakukan perbuatanterhadap korban 
yaitu menikam korban pada bagian pinggang sebanyak 1 
(satu ) kali, sedang teman-teman terdakwa yang lain 
melakukan pemukulan kearah tubuh korban, dan 
menendang kearah kepala korban dan adapula yang 
menggunakan parang.  
 Tidak berapa lama kemudian, tiba-tiba ada seseorang yang 
berteriak POLISI sehingga membuat terdakwa dan teman-
teman terdakwa melarikan diri dan meninggalkan korban di 
tempat tersebut, sedangkan korban masih sempat berdiri 
namun terjatuh lalu ditolong oleh seseorang dan dibawa ke 
rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. 
 Adapun korban setelah mendapat perawatan medis dari 
rumah sakit selama 8 (delapan) hari, meninggal dunia akibat 
luka yang dialaminya 
 Adapun luka tersebut sesuai dengan 
1. Visum et Repertum tanggal 10 maret 2013 dari Rumah 
Sakit akademis”JAURY”Jusuf Putera makassar yang 
dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada rumah sakit 
tersebut dari hasil pemeriksaan ditemukan luka yaitu: 
- Luka terbuka dipunggung 2 (dua) buah: disebabkan 
oleh kekerasan benda tajam 
- Pendarahan hidung disertai perubahan bentuk hidung: 
disebabkan kekerasan benda tumpul 
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2. Visum et Repertum No: 023/VER/RSG/III/2013 tanggal 
22 maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh 
dokter pada rumah sakit tersebut dari tindakan medis 
yang dilakukan disimpulkan bahwa:korban mengalami 
sakit berat dan meninggalnya korban akibat infeksi berat 
pada rongga perut yang menyebabkan kuman masuk ke 
pembuluh darah akibat infeksi didnding rongga perut 
yang luas akibat luka tembus rongga perut sampai usus. 
Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 
388 KUHP. 
--------------------------------------ATAU--------------------------------------- 
 
b. Dakwaan kedua 
 
Bahwa ia terdakwa Irwan Idris alias Iwan Lili, pada hari Minggu 
tanggal 10 maret 2013 sekitar jam 03.00 wita atau setidak-
tidaknya pada waktu-waktu lain dalamtahun 2013, bertempat di 
jalan Andalas kota makassar tepatnya di depan rumah makan 
Bravo kota Makassar atau setidak-tidaknyapada suatu tempat-
tempat lain akan tetapi masih termasuk dalam kewenangan 
memeriksa dan mengadili Peradilan Negeri Makassar, secara 
terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan 
kekerasan terhadap ilham mahmud sehingga mengakibatkan 
ilham mahmud meninggal dunia, yang dilakukan oleh terdakwa 
dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: 
 Bahwa terdakwa yang pada hari-hari tertentu yaitu pada saat 
malam minggu tengah berkumpul dengan teman-temannya, 
dimana teman-teman terdakwa serta terdakwa menamakan 
perkumpulan tersebut dengan sebutan kelompok sepeda 
motor (Geng Motor) Tetta yang diketuai oleh terdakwa, 
adapun terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut sering 
berpawai di jalan-jalan di kota Makassar dengan 
menggunakan motor pada waktu malam minggu. 
 Dan pada waktu dan tempat sebagimana tersebut di atas, 
saat terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yang 
menamakan diri mereka dengan sebutan kelompok sepeda 
motor (geng motor ) Tetta menuju pulang setelah berkumpul 
di Pantai Losari kota Makassar, terdakwa dan teman 
terdakwa tersebutyang saat itu mengendarai motor dengan 
jumlah sekitar12 (dua belas) unit motor melintas di Jalan 
Andalas kota Makassar, dan pada saat itu, tiba-tiba dari arah 
jl. Rappo-rappo terdapat beberapa orang yang melempar 
batu kearah rombongan terdakwa dan teman-teman 
terdakwa, adapun salah satu lemparan batu mengenai salah 
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satu motor yang digunakan teman terdakwa sehingga 
menyebabkan pengendara motor tersebut terjatuh, dan 
setelah terjatuh maka pengendara motor tersebut melarikan 
diri dan meninggalkan motor yang di kendarainya tersebut. 
 Bahwa oleh karena dari pihak yang melempar batu kearah 
rombongan terdakwa tersebut seolah-olah mendekat kearah 
sepeda motor yang terjatuh dan berupaya untuk mengambil 
sepeda motor salah seorang anggota rombongan terdakwa, 
maka pada saat itulah rombongan terdakwa dan terdakwa 
melakukan pelemparan batu kearah pihak/orang yang 
melempari terdakwa dan rombongannya dengan batu dan 
terjadilah saling lempar batu antar dua kelompok tersebut 
diikuti dengan saling mengejar antar anggota kelompok. 
 Adapun korban Ilham Mahmud, berada paling depan pada 
kelompok orang yang melempari terdakwa dan 
rombongannya dengan batu, dan pada saat itulah maka 
terdakwa bersama denagn teman-temannya mengejar 
korban Ilham Mahmud, dan pada saat korban terjatuh 
karena salah satu kakinya menginjak lubang, maka pada 
saat itulah terdakwa dan teman-temannya mendekati tubuh 
korban dan melakukan serangkaian perbuatan yang 
mengakibatkan korban Ilham Mahmud mengalami luka, 
adapun terdakwa melakukan perbuatan terhadap korban 
yaitu menikam korban pada bagian pinggang sebanyak 1 
(satu ) kali, sedang teman-teman terdakwa yang lain 
melakukan pemukulan kearah tubuh korban, dan 
menendang kearah kepala korban dan adapula yang 
menggunakan parang, adapun teman-teman terdakwa yang 
turut melakukan perbuatan tersebut kepada korban Ilham 
mahmud diantaranya adalah Alim Bachri, Wawan, Aidil, 
Ollong, Putra, dan Ako. 
 Tidak berapa lama kemudian, tiba-tiba ada seseorang yang 
berteriak POLISI sehingga membuat terdakwa dan teman-
teman terdakwa melarikan diri dan meninggalkan korban di 
tempat tersebut, sedangkan korban masih sempat berdiri 
namun terjatuh lalu ditolong oleh seseorang dan dibawa ke 
rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. 
 Adapun korban setelah mendapat perawatan medis dari 
rumah sakit selama 8 (delapan) hari, meninggal dunia akibat 
luka yang dialaminya 
 Adapun luka tersebut sesuai dengan 
1. Visum et Repertum tanggal 10 maret 2013 dari Rumah 
Sakit akademis”JAURY”Jusuf Putera makassar yang 
dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada rumah sakit 
tersebut dari hasil pemeriksaan ditemukan luka yaitu: 
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- Luka terbuka dipunggung 2 (dua) buah: disebabkan 
oleh kekerasan benda tajam 
- Pendarahan hidung disertai perubahan bentuk hidung: 
disebabkan kekerasan benda tumpul 
2. Visum etRepertum No: 023/VER/RSG/III/2013 tanggal 22 
maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter 
pada rumah sakit tersebut dari tindakan medis yang 
dilakukan disimpulkan bahwa: korban mengalami sakit 
berat dan meninggalnya korban akibat infeksi berat pada 
rongga perut yang menyebabkan kuman masuk ke 
pembuluh darah akibat infeksi didnding rongga perut 
yang luas akibat luka tembus rongga perut sampai usus. 
Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 
170 ayat (2) ke-3KUHP. 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Tuntutan pidana dari Penuntut Umum sesuai surat tuntutan 
pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan Negeri Makassar 
yang mengadili perkara ini memutuskan: 
1. Menyatakan terdakwa: Irwan Idris alias Iwan Lili, bersalah 
melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam pasal 338 KUHP dalam dakwaan kesatu; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Irwan idris alias Iwan Lili, dengan 
pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi selama 
terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah 
terdakwa tetap ditahan; 
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah badik warna 
coklat dirampas untuk dimusnahkan; 
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 
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4. Analisis Penulis. 
Surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting 
dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. karena surat 
dakwaan yang dibuat oleh jaksa dalam kedudukannya sebagai 
penuntut umum menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan. 
Surat dakwaan menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan 
putusan oleh hakim. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 197 
KUHAP, dalam hal putusan pemidanaan, haruslah didasarkan 
kepada dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Dan 
dalam pasal 182 ayat 4 KUHAP, dalam mengambil keputusan 
majelis hakim wajib mendasarkannya kepada isi surat dakwaan.  
Dalam membuat surat dakwaan harus memenuhi dua syarat 
pokok sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) 
KUHAP. Rumusannya sebagai berikut: 
Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal 
dan ditandatangani berisikan: 
a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis 
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama serta pekerjaan 
tersangka. (Syarat formil)  
Identitas tersebut dimaksudkan agar orang yang didakwa 
dan diperiksa didepan sidang pengadilan adalah benar-benar 
terdakwa sebenarnya bukan orang lain.  
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Apabila syarat formil ini tidak seluruhnya dipenuhi dapat 
dibatalkan oleh hakim (vernietigbaar) dan bukan batal demi 
hukum karena dinilai tidak jelas terhadap siapa dakwaan 
tersebut ditujukan. 
b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak 
pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan 
tempat tindak pidana itu dilakukan. (Syarat materil)  
Syarat materil memuat inti dari surat dakwaan, ialah yang 
mengenai perbuatan-perbuatan, tempat dan waktu tindak 
pidana itu dilakukan dan segala keadaan atau masalah yang 
mendahului, menyertai, atau mengikuti perbuatan itu yang dapat 
memberatkan ataupun meringankan terdakwa 
Berikut akan diuraikan syarat formil dan syarat materil yang 
terkandung dalam dakwaan tersebut yaitu: 
a. Syarat formil 
Merupakan identitas terdakwa, yaitu: 
Nama lengkap : Irwan Idris alias Iwan Lili 
Tempat lahir : Ujung Pandang 
Umur/ Tanggal lahir : 22 tahun / 20 April 1991 
Jenis kelamin : Laki-laki 
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Sapiria Lr.2 Kel.Lembo, Kec.Tallo,  
  Kota Makassar 
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Agama : Islam 
Pekerjaan : Swasta 
Mengenai syarat formil, dalam dakwaan tersebut telah 
dicantumkan yaitu identitas terdakwa Irwan Lili secara lengkap. 
Namun menurut penulis dalam kasus ini seharusnya dalam 
surat dakwaan, yang didakwa bukan hanya satu orang. 
Mengingat perkara pidana ini bermula dari penyerangan atau 
perkelahian antar kelompok geng motor Tetta dengan warga 
jalan Andalas. Meskipun terdakwa yang menikam korban pada 
bagian pinggang sebanyak 1 (satu) kali tetapi teman-teman 
pelaku harus termasuk dalam daftar terdakwa. Berdasarkan 
keterangan saksi, korban dan alat bukti dalam persidangan 
diketahui bahwa pada perkelahian tersebut terdakwa bersama 
teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap korban 
Ilham Mahmud dengan melakukan serangkaian perbuatan yang 
mengakibatkan korban Ilham Mahmud mengalami luka. 
Perbuatan teman-teman pelaku yang ikut serta melakukan 
perbuatan memukul dan menginjak-injak korban dan adapula 
yang menggunakan parang menurut  penulis harus dipidana. 
Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa teman-teman 
pelaku dapan dikenakan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP 
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“Dipidana sebagai orang yang melakukan peristiwa 
pidana: ke-1 orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan 
atau turut melakukan perbuatan itu. 
 
b. Syarat materil 
Syarat materil memuat inti isi dari surat dakwaan berkaitan 
erat dengan penerapan hukum materil terhadap suatu perkara.  
Dalam dakwaan yang diajukan di persidangan oleh Penuntut 
umum tersebut menggunakan bentuk dakwaan alternatif. Dalam hal 
ini Jaksa akan langsung membuktikan dakwaan yang dianggap 
paling terbukti. 
Dimana dalam kasus tersebut Jaksa langsung membuktikan 
dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 338 KUHP. 
Untuk mengetahui kesesuaian antara tindak pidana yang 
terjadi dengan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, maka 
penulis akan menguraikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang 
diajukan dipersidangan oleh penuntut umum. 
Pasal 338 KUHP 
Pasal 338 KUHP mengatur mengenai pembunuhan yang 
rumusannya sebagai berikut: 
“barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang 
lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara 
selama-lamanya 15 tahun.” 
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Penulis akan menguraikan unsur-unsur pasal tersebut yang 
terdiri dari: 
a. Barang siapa 
Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang 
tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum serta dapat 
dipertanggungjawabkan semua perbuatannya. Yang dimaksud 
barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Irwan Idris 
yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan 
telah pula dibenarkan oleh terdakwa serta di perkuat oleh 
keterangan saksi-saksi, bahwa dalam kenyataannya terdakwa 
dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga setiap 
perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.  
b. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain 
Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah 
mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan yang 
dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Pembuat harus 
menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui apa yang 
dilakukannya. Berdasarkan keterangan saksi, keterangan 
terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam perkara 
ditemukanlah fakta-fakta hukum dipersidangan. sehingga 
berdasarkan uraian tersebut maka menurut jaksa penuntut 
umum unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah 
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terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam pasal 338 KUHP. 
Berdasarkan uraian diatas, jaksa Penuntut umum 
berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat pada Dakwaan 
kesatu telah terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 
ayat (2) KUHAP. 
Menurut penulis dakwaan jaksa penuntut umum kurang 
tepat. Meskipun menurut jaksa penuntut umum unsur-unsurnya 
telah terpenuhi, namun setelah mencermati posisi kasus dalam 
perkara ini dakwaan tersebut kurang tepat diterapkan. 
Dalam perkara ini penulis berpendapat Pasal yang lebih 
mencocoki dalam dakwaan adalah Pasal 354 ayat(2). 
Oleh karena hal tersebut penulis berpendapat bahwa akan 
lebih tepat jika Penuntut umum menggunakan Pasal 354 ayat (2) 
KUHP, yaitu: 
“(1) barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, 
dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara 
selama-lamanya delapan tahun. (2) jika perbuatan itu menjadikan 
kematian orangnya, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya 
sepuluh tahun.” 
Apabila dijabarkan unsur-unsurnya sebagai berikut: 
a. Unsur kesalahan berupa kesengajaan 
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Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah 
mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan yang 
dilakukan oleh pelaku tindak pidana. pembuat harus 
menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui apa yang 
dilakukannya.  
Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dari 
keterangan terdakwa, Terdakwa dan teman-temannya dihadang 
oleh warga. Bahwa melihat tempat kejadian yang berada dijalan 
umum bukan berada tempat yang sempit terdakwa mempunyai 
ruang gerak untuk menghindar jika terdakwa merasa diserang, 
tetapi sesuai fakta yang terungkap tersebut tersangka dan 
teman-temannya berbalik melempari warga denagn batu dan 
melepaskan anak panah/busur. Dan ketika korban terpeleset 
dan jatuh justru di manfaatkan terdakwa mendekati korban dan 
langsung menusuk dengan badik pada bagian pinggang 
sebelah kiri setelah itu di ikuti oleh teman teman terdakwa 
menendang dan menginjak-injak korban.  
Oleh karena itu menurut penulis unsur ini telah terpenuhi. 
b. Perbuatan itu mengakibatkan luka berat. 
Menurut penulis niat pelaku ditujukan pada melukai 
berat. Dilihat dari cara pelaku mewujudkan perbuatannya itu dan 
akibat yang ditimbulkan. Dalam persidangan Terdakwa 
mengakui bahwa benar ia menikam korban dengan badik 
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miliknya. Dalam perkara ini pelaku menggunakan sebuah badik 
dengan carakorban menikam korban dibagian punggung satu 
kali. Karena apabila matinya korban merupakan niat pelaku 
seharusnya pelaku berkesempatan menikam korban berkali-kali 
bahkan bisa langsung mengarahkan pada bagian-bagian vital 
korban pada saat kejadian. Mengingat pada saat kejadian 
selanjutnya teman-teman terdakwa menginjak dan menendang 
korban. 
Sebagaimana dalam Visum et Repertum tanggal 10 
maret 2013 dari Rumah Sakit akademis”JAURY”Jusuf Putera 
Makassar dari hasil pemeriksaan ditemukan luka yaitu: 
 Luka terbuka dipunggung 2 (dua) buah: disebabkan oleh 
kekerasan benda tajam 
 Pendarahan hidung disertai perubahan bentuk hidung: 
disebabkan kekerasan benda tumpul 
 Yang mana hal tersebut dalam keterangannya  
a. Oleh karena hal-hal tersebut di atas terjadilah: bahaya maut, 
penyakit (luka) yang tak dapat diharapkan akan sembuh; tak 
mungkin melakukan pekerjaan dan jabatan untuk selama-
lamanya; kehilangan panca indra........kerusakan sebagian 
dari tubuh; kelumpuhan; gangguan ingatan yang lebih dari 
empat minggu lamanya, keguguran atau mati janin. 
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b. Oleh karena hal-hal diatas terjadilah penyakit dan halangan 
untuk melakukan pekerjaan dan jabatan. 
c. Oleh karena hal-hal tersebut diatas tidaklah terjadi penyakit 
dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan 
Sisa sakit belum sembuh benar. Kesembuhannya jika 
tidak ada kejadian-kejadian yang sekonyong–konyong 
menyulitkan, mungkin sekali dapat diharapkan. 
Berdasarkan visum et repertum tersebut sesuai dalam 
Pasal 90 KUHP sehingga luka yang terdapat pada tubuh korban 
dapa dikasifikasikan sebagai Luka berat karena dapat 
mendatangkan bahaya maut.  
Oleh karena itu menurut penulis unsur tersebut telah 
sesuai 
c. Perbuatan itu mengakibatkan matinya orang 
Dalam kronologis perkara pidana ini diketahui bahwa 
korban dibawa kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan 
medis. Adapun korban mendapatkan perawatan medis selama 
delapan hari. Yaitu 4 hari dirumah sakit Akademis 
danselanjutnya dirujuk ke rumah Sakit Grestelina. Sebagaimana 
dipaparkan sebelumnya dalam Visum et Repertum tanggal 10 
maret 2013 dari Rumah Sakit akademis”JAURY”Jusuf Putera 
Makassar terdakawa melakukan penganiyaan berat. 
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Dan sebagaimana dalam Visum et Repertum No: 
023/VER/RSG/III/2013 tanggal 22 maret 2013 yang dibuat dan 
ditandatangani oleh dokter pada rumah sakit tersebut dari 
tindakan medis yang dilakukan disimpulkan bahwa: korban 
mengalami sakit berat dan meninggalnya korban akibat infeksi 
berat pada rongga perut yang menyebabkan kuman masuk ke 
pembuluh darah akibat infeksi didinding rongga perut yang luas 
akibat luka tembus rongga perut sampai usus. 
Maka penulis berpendapat unsur tersebut telah 
terpenuhi. 
Berdasarkan uraian tersebut penulis menganggap bahwa 
penerapan pasal 338 KUHP kurang tepat, seharusnya terdakwa 
didakwa Pasal 354 ayat(2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 
yaitu penganiyaan berat yang megakibatkan matinya orang lain 
dengan penyertaan. 
Mengenai pembuktian dari alat bukti yang diajukan oleh 
jaksa penuntut umum dihadapan persidangan sebagaimana yang 
tercantum dalam Pasal 183 ayat (1) KUHAP yaitu adanya 
keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, barang bukti, 
dan petunjuk. 
a. Keterangan saksi-saksi, yaitu saksi Abd. Rahim Majid, Abd 
Rajab, Sony Indra Pramana Putra, Nur Ali Akbar, Riswan alias 
Ako dan Muh. Rafi Saputra, 
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b. Keterangan terdakwa yaitu Terdakwa Irwan Idris alias Iwan Lili, 
c. Surat, berupa: 
 Visum Et Repertum Rumah Sakit Akademis tanggal 10 
maret 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Aris Abidin pada 
tanggal 2 mei 2013. 
 Visum Repertum Rumah sakit Grestelina Nomor: 
023/VER/RSG/III/2013 tanggal 22 Maret 2014 oleh dr. 
Bernhard Katuuk. 
d. Barang bukti yaitu 1 (satu) buah badik warna coklat, 
e. Petunjuk, keterangan terdakwa yang dituangkan kedalam Berita 
Acara Pemeriksaan Penyidikan maupun saat terdakwa 
memberikan keterangan pada pelaksanaan rekonstruksi 
Sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Rekonstruksi pada hari 
Jumat tanggal 07 Maret 2014 yang dibuat oleh Penyidik Polri 
Sektor Bontoala kota Makassar. 
Maka kasus sudah dapat dikategorikan sebagai tindak 
pidana karena dalam hal ini sudah memenuhi alat bukti yang sah. 
Sehingga sudah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan putusan 
sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP yang 
menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus 
didasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah 
ditambah keyakinan hakim. 
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B. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang 
mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anggota geng 
motor di kota Makassar dalam putusan 
No.530/Pid.B/2014/PN.Makassar. 
Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan 
hakim dalam putusan No.530/Pid.B/2014/PN.Makassar. 
1. Pertimbangan Hakim 
Pertimbangan hakim didasarkan pada dakwaan jaksa 
penuntut umum. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan 
keterangan terdakwa dipersidangan, maka di perolehlah fakta 
hukum sebagai berikut: 
 Bahwa terdakwa ada sekira 30 orang membentuk berkelompok 
dengan nama Geng Motor Tetta didirikan pada tahun 2008 
dengan tujuan untuk bersenang-senang mengendarai motor 
keliling kota. 
 Bahwa geng motor tersebut ternyata membuat resah 
masyarakat karena sering ugal-ugalan dijalanan dan sering 
merampas barang milik orang lain 
 Bahwa pada hari sabtu tanggal 9 Maret 2013 jam 22.00 malam 
Geng Motor Tetta dengan dipimpin oleh Terdakwa pergi ke 
pantai Losari sambil minum-minum kopi, setalah jam 03.00 
subuh tanggal 10 maret2013 terdakwa bersama rombongan 12 
sepeda motor pulang dengan beriringan, ketika sampai di jalan 
Andalas depan rumah makan Bravo rombongan terdakwa 
dihadang oleh warga namun Terdakwa yang berada paling 
depan sudah berhasil lewat lebih dahulu. 
 Bahwa karena salah satu teman terdakwa terjatuh dan sepeda 
motornya mau diambil oleh warga kemudian terdakwa berhenti 
dan melakukan lemparan batu yang diikuti oleh teman-
temannya kearah sepeda motor yang jatuh tersebut. 
 Bahwa setelah melakukan pelemparan batu secara terus 
menerus kemudian salah seorang yaitu korban Ilham Mahmud 
terjatuh kemudian terdakwa dengan cepat medekati dan 
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langsung menusuk dengan badik kebagian pinggang kiri setelah 
itu datang teman-teman terdakwa secara beramai-ramai 
memukul, menendang dan menginjak-injak korban Ilham 
Mahmud. 
 Bahwa karena terdakwa berteman mengeroyok korban sambil 
memegang berbagai benda tajam seperti busur panah, parang, 
tombak, sehingga warga tidak ada yang berani menolong 
korban, kemudian slah seotrang warga berteriak polisi, polisi, 
sehingga terdakwa berteman langsung lari membubarkan diri. 
 Bahwa setelah terdakwa berteman pergi barulah korban Ilham 
Mahmud terlihat tergeletak dengan luka pada bagian pinggang 
kiri, selanjutnya korban dibawa kerumah sakit akademis 
 Bahwa setelah korban Ilham Mahmud dirawat selama 7 hari di 
RS.Akademis dan RS. Grestelina, akhirnya meninggal pada 
tanggal 8 Maret 2013 
 
Bahwa dari kronologi kejadian dapat diketahui bahwa 
terdakwa melakukan perbuatan menusuk dengan badik pada 
bagian pinggang sebelah kiri korban. Hal tersebut sesuai dengan 
visum et repertum No.023/VERRSG/III/2013 tanggal 22 maret 2013 
dari Rumah Sakit Grestelina yang menerangkan: kesimpulan, 
meninggalnya korban akibat infeksi berat pada rongga perut yang 
menyebabkan sepsis (kuman masuk pembuluh darah) akibat 
infeksi dinding rongga perut yang luas, akibat luka tembus rongga 
perut sampai usus. 
Bahwa perbuatan terdakwa menusuk pinggang kiri korban 
dengan menggunakan badik ditempat jalanan umum, terdakwa 
bukan dalam keadaan terpaksa ataupun terdesak justru korban 
sesungguhnya dalam keadaan terdesak karena hanya seorang diri 
dalam keadaan terjatuh sedangkan terdakwa berteman ada lebih 
20 orang dengan memegang berbagai jenis benda tajam seperti 
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busur, tombak dan parang, karena itu perbuatan terdakwa menusuk 
dengan badik pada korban dilakukan secara sadar. Karena itu 
alasan penasihat hukum terdakwa pada surat pembelaan yang 
mengemukakan bahwa: 
“...mengingat bahwa terdakwa Irwan Lili bersama teman-
temannya dengan tenaga bersama telah lebih dahulu diserang oleh 
kelompok anggota geng motor dibawah pimpinan korban, merasa 
keselamatannya terancam dan dalam keadaan terdesak maka 
terpaksa terdakwa dan teman-temannya melakukan pembelaan 
terhadap dirinya karena terdakwa pada saat itu merasa 
keselamatan jiwanya terancam”. 
Hakim menolak pembelaan penasihat hukum terdakwa 
karena sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan korban 
datang ketempat kejadian bersama dengan saksi yang bernama 
soni Indra pramana putra dengan tujuan untuk makan, korban 
bukan anggota geng motor lain dan justru terdakwa yang 
mempunyai kelompok geng motor. Hal tersebut diakui dan 
dibenarkan terdakwa. 
Jika melihat tempat kejadian yaitu dijalan umum terdakwa 
bukan berada pada tempat yang sempit sehingga terdakwa 
mempunyai ruang gerak untuk menghindar jika terdakwa merasa 
diserang, tetapi sesuai fakta yang terungkap tersebut ketika korban 
terpeleset jatuh justru dimanfaatakan terdakwa mendekati korban 
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dan langsung menusuk dengan badik pada bagian pinggang 
sebelah kiri stelah itu diikuti teman-teman terdakwa menedang dan 
meninjak-injak korban. 
Bahwa perbuatan terdakwa menusuk dengan badik pada 
bagian pinggang/perut sebelah kiri korban jelas dapat 
mengakibatkan vatal atau dapat mengakibatkan kematian, lain 
halnya kalau terdakwa hanya meninju atau menendang korban 
kemungkinan tidak terlalu fatal, sebagaimana visum et repertum 
diuraikan kematian korban karena adanya infeksi dari luka tusuk 
tersebut. 
Dalam hal ini Majelis hakim terlebih dahulu 
mempertimbangkan dakwaan kesatu, hal ini sependapat dengan 
penuntut umum untuk langsung memepertimbangkan dakwaan 
kesatu pasal 338 KUHP. Yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 
a. Barang siapa 
b. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain 
Selanjutnya setelah terpenuhi unsur pidananya sebelum 
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hakim perlu 
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan 
putusan 
Hal-hal yang memberatkan: 
a. Terdakwa dalah pimpinan geng motor Tetta, hal mana geng 
motor tersebut sangat meresahkan masyarakat, 
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b. Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain yaitu Ilham 
Mahmud meninggal dunia. 
Hal-hal yang meringankan: 
a. Terdakwa menyesali perbuatannya 
b. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum sehingga 
diharapkan dikemudian hari dapat memperbaiki kelakuannya di 
masyarakat 
c. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga 
memudahkan pemeriksaan dipersidangan 
d. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan 
2. Amar Putusan 
MENGADILI: 
1. Menyatakan terdakwa: Irwan Idris alias Iwan Lili identitasnya 
tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana: Pembunuhan; 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun; 
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan; 
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan; 
5. Menetapkan barang bukti yang berupa: 
1 (Satu) buah badik warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan; 
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6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah). 
3. Komentar penulis 
Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan 
melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu 
didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh 
dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga 
harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama 
pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan.  
Surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum 
merupakan salah satu alat yang penting digunakan oleh majelis 
hakim dalam menelaah faktor-faktor dan pertimbangan-
pertimbangandalam menjatuhkan suatu putusan, berdasarkan 
fungsinya, majelis hakim menjadikan surat dakwaan sebagai 
pedoman dalam melakukan pemeriksaan dipersidangan dan 
tentunya dijadikan sebagai acuan dasar dalam menjatutahkan 
putusan. Majelis hakim sendiri tidak poleh memidanakan orang 
yang bersalah atas perbuatannya bilamana jaksa penuntut umum 
menyatakan perbuatan tersebut tidak dimasukkan dalam surat 
dakwaan meskipun terbukti bahwa pelaku melakukan tindak pidana 
berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus 
mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun terdakwa.  
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Terlepas dari uraian penulis mengenai dakwaan jaksa 
penuntut umum yang kurang tepat, maka penulis berpendapat 
bahwa pertimbangan hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan 
aturan hukum. 
Berdasarkan wawancara dengan Suparman Nyompa S.H., 
M.H. sebagai ketua majelis hakim yang menangani kasus tersebut 
menjelaskan bahwa: 
“untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang maka harus 
mengkaji unsur perbuatan dan unsur pembuatnya. pasal yang 
didakwakan dikaji satu persatu unsur deliknya.” 
Dan dalam pertimbangan hakim beliau mengatakan bahwa: 
“harus terpenuhi dulu unsur-unsur pidananya barulah hakim 
mempertimbangakan berat atau ringannya putusan.” 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari rumusan masalah, hasil penelitian dan 
pembahasan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap tindak pidana 
Penganiayaan Berat yang Mengakibatkan Kematian yang dilakukan 
oleh anggota geng motor dikota Makassar dalam putusan 
No.530/Pid.B/2014/PN.Makassar menurut penulis kurang tepat. 
Seharusnya terdakwa didakwa Pasal 354 ayat(2) KUHP jo. Pasal 
55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu penganiayaan berat yang 
mengakibatkan matinya orang lain dengan penyertaan. 
2. Pertimbangan hakim terhadap kasus Penganiayaan Berat yang 
Mengakibatkan Kematian oleh anggota geng motor nomor 
530/Pid.B/2014/PN.Makassar telah sesuai dengan aturan hukum 
yang berlaku. Yaitu berdasarkan fakta-fakta yang timbul dalam 
persidangan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 183 ayat 
(1) KUHAP sekurang-kurangnya dua alat bukti sah, dalam perkara 
ini alat bukti yang di gunakan hakim yaitu adanya keterangan saksi-
saksi, keterangan terdakwa, surat, barang bukti, dan petunjuk. 
Terlepas dari dakwaan jaksa penuntut umum yang menurut penulis 
kurang tepat. Karena dakwaan jaksa penuntut umum tersebut, 
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akibatnya putusan hakim pun tidak sesuai sebagaimana yang 
diketahui dalam memutus suatu perkara hakim berlandaskan pada 
surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum.  
 
B. Saran 
1. Dalam membuat dakwaan jaksa penuntut umum harus lebih cermat 
dan teliti. Karena surat dakwaan merupakan landasan hakim dalam 
memeriksa dan memutus suatu perkara. Hal tersebut sangatlah 
penting agar hakim tidak keliru dalam mengambil keputusan. . 
2. Hakim seharusnya mengembalikan berkas surat dakwaan ke jaksa 
penuntut umum apabila menurutnya isi surat dakwaan tidak sesuai. 
Serta dalam mengambil keputusan hakim dapat berpendapat 
berbeda dengan surat dakwaan namun unsur-unsur tidak pidana 
dalam putusan tersebut harus tetap berkaitan dengan dakwaan. 
sehingga pelaku tindak pidana dapat dipidana sesuai 
perbuatannya, meskipun tidak sesuai dengan tuntutan jaksa 
penuntut umum. 
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